
BUPATI GARUT,
: a. bahwa sebagai salah satu upaya mendukung kepesertaan

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
memandang perlu mendorong setiap orang yang bekerja baik
itu pekerja penerima upah maupun pekerja bukan penerima
upah ataupun perusahaan untuk mendaftarkan dirinya dan
tenaga keIjanya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) KetenagakeIjaan;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi kepesertaan program Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
di Kabupaten Garut, maka dipandang perlu mengatur jaminan
sosial ketenagakerjaan secara optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Sosial KetenagakeIjaan;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4729);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosia! (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nemer 116, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5256);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5679);

6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan KeduaAtas Undang-UndangNomor23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5679);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun 2017
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6018);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar LembagaBadan Penyelenggara Jaminan
Sosial (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5437);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja,
Pekerja, dan Penerima Bantuan luran Dalam Penyelenggara
Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5481);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Q15 Nomor 157, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5717);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Penyelenggara Program J aminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5714);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang
PenyelenggaraanProgramJaminan Pensiun (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5714);
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Paull
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. DaerahKabupatenadalah DaerahKabupatenGarut.

BAD I
KETEKTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAlf JAMINAN
SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5730);

14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan ProgramJaminan Sosial;

15. Peraturan Menteri KetenagakeIjaan Nomor 44 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan kerja
dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Harian lepas, Borongan,
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Jasa
Konstruksi;

16. Peraturan Menteri Ketenagaketjaan Nomor 23 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi
AdministrasiTidak Mendapat Pelayanan PublikTertentu bagi
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2016 Nomor1004);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor9);

19. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut
Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor139);
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2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangandaerah otonom.

3. Bupati adalah BupatiGarut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenGarut.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD

Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya
disingkat BPJS Ketenagakerjaanadalah Badan Hukum Publik yang dibentuk
untuk menyelenggarakanprogramjaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua,
jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

7. Jaminan Sosialadalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan
meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera,
adil dan makmur.

8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat
berupa uang tunai danJatau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat
peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh
lingkungankerja.

9. Jaminan Kematianyang selanjutnya disingkat JKMadalah manfaat uang tunai
yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggaldunia bukan akibat
kecelakaan kerja.

10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai
yangdibayarkan sekaliguspada saat peserta memasukiusia pensiun, meninggal
dunia, atau mengalamicacat total tetap.

11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta
danJatau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta
memasuki usia pensiun, mengalamicacat total tetap atau meninggaldunia.

12. Pengusaha adalah:
a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan

suatu perusahan miliksendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri

sendiri menjalankan perusahaan yang bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada

di Indonesia mewakiliperusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayahIndonesia.

13. Perusahaan adalah:
a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mernpekerjakan pekerja atau buruh
dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan

b. Usaha sosial dan usaha lain yang mempunyai pengurus dan
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.

14. PenyelenggaraNegaraadalah pejabat negarayangmenjalankan fungsieksekutif,
legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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Pasal3
Tujuan kepesertaan jaminan sosial ketenagakeIjaan ini adalah:
a. menuju Universal Coverage jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah

Kabupaten;

b. terpenuhinya jaminan sosial ketenagakeIjaan sebagai bentuk perlindungan
sos~al dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin tenaga kerja
sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak;

Pasal2
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah guna terselenggaranya perluasan
kepesertaan programjaminan sosial ketenagakeIjaan dan memberikan perlindungan
serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap
pekerja danIatau anggota keluarganya.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

15. Usaha Besar adalah usaha ekonomiproduktif yang dilakukan oleh badan usaha
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional miliknegara atau swasta, usaha
patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

16. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha
besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah
atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

18. Usaha Mikroadalah usaha produktifmilik orang perseorangan danjatau badan
usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pemberi KeIja adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum atau
badan lainnya yang mempekeIjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara
yang mempekeIjakan pegawainegeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan
dalam bentuk lainnya.

20. PekeIja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau
imbalan dalam bentuk lainnya.

21. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeIja paling singkat
6 (enam)bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

22. luran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja,
dan Iatau pemerintah.

23. Sanksi AdministratifTidak Mendapat Pelayanan Publik tertentu adalah sanksi
yang diberikan oleh Unit Pelayanan PublikTertentu kepada PemberiKerjaselain
penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal6
(1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri

atas:
a. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten;
b. pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa;
c. pekerja yang bekerja pada PemberiKerjaselain PenyelenggaraNegara;dan
d. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi.

(2) P~keIja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1)huruf a meliputi:
a. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah

yang upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Layanan
UmumDaerah; dan

Pasa15
Peserta programjaminan sosial ketenagakeIjaan terdiri atas:
a. peserta penerima upah; dan
b. peserta bukan penerima upah.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasa.l4
(1) Programjaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

a. JKK;
b. JKM;
c. JHT; dan
d. JP.

(2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diselenggarakan oleh BPJS KetenagakeIjaan.

(3) BPJS Ketenagaketjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
BPJS KetenagakeIjaan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yaitu
Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Garut dan Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Tasikmalaya.

Bagian Kesatu
Program

BABm

PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAIIINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAlf

c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru dan
memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagaketjaan terhadap tenaga
kerja; dan

d. mengadakan kerjasama terpadu antara BPJS Ketenagaketjaan dengan
Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas yang membidangi urusan
ketenagakerjaan dalam upaya melakukan kegiatan pembinaan dan
pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten.
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Pasa17
(1) Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan;

b. memberikan informasi mengenai data diri dan peketjanya secara lengkap
dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan;

c. memungut iuran yang menjadi beban peserta dan pekerjanya dan
menyetorkannya kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan

d. membayar dan menyetorkan iuran yang menjadi tanggungjawabnya
kepada BPJS Ketenagaketjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Informasi data diri dan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. data peketja yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang
dipekerjakan;

b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
c. perubahan data pemberi kerja dan peketja.

(3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit
meliputi:

a. alamat perusahaan;

b. pekerja selain Aparatur Sipil Negara pada Badan Usaha MilikDaerah y~g
upah atau uang jasanya bersumber dari Anggaran Badan Usaha Milik
Daerah.

(3) Pekerja yang bekerja pada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b meliputi:

a. Kepala Desa;

h. Sekretaris Desa;

c. Perangkat Desa; dan
(4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. pekerja pada perusahaan;
b. pekerja pada orang perseorangan;

c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;

d. pekerja pada yayasan sosial dan lembaga pendidikan; dan

e. pekerja penerima upah lainnya yang tidak termasuk pada huruf a sampai
dengan huruf d.

(5) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja bidang usaha jasa konstruksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
a. pekerja harian lepas;

b. pekerja borongan; dan

c. pekerja dengan perjanjian waktu tertentu.
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BABIV
PENAHAPAN KEPESERTAAN

PasallO

(1) Kepesertaanjaminan sosial ketenagaketjaan bersifat wajib dan dilakukan secara
bertahap sehingga mencakup seluruh peketja di Daerah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan penahapan kepesertaan jaminan sosial ketenagaketjaan untuk
pekerja yang beketja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikelompokan berdasarkan skala usaha
yang terdiri atas:

a. usaha besar;

b. usaha menengah;

c. usaha kecil; dan
d. usaha mikro.

(3) Pemberi Ketja selain Penyelenggara Negara sesuai dengan skala usahanya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan pekerjanya kepada
BPJS Ketenagaketjaan untuk mengikuti program JKK, program JKM, program
JHT dan program JP secara bertahap.

(4) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk:

a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JKM, JHT
danJP;

b. usaha kecil wajibmengikuti program JKK, JKM dan JHT; dan

c. usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.

PasaI9

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri
atas:

a. pemberi kerja;

b. pekerja di luar hubungan ketja atau pekerja mandiri; dan
c. pekerja profesi.

PasaIS

Peketja yang beketja pada pemberi kerja bidang jasa usaha konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi pengguna jasa konstruksi dan penyedia
jasa konstruksi pada proyek jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada
pekerja konstruksi.

b. kepemilikan perusahaan;

c. kepengurusan perusahaan;

d. jenis badan usaha;

e. jumlah pekerja;

f. data pekerja dan keluarganya; dan

g. perubahan besamya upah setiap pekerja.

(4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi
Kerja selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagaketjaan paling lambat
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan.
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ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

u.b
KEPALA EAGIAN HUKIJMttd

Diundangkan di Garut
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Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 15 - 6 - 2020
B U PAT I GAR U T,

Pasa112
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agarsetiap orangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenGarut.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasa111
(1) Pemberi ketja dan peketja, serta penyedia jasa yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 darr/atau Pasal 10 dikenakan sanksi
administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak
mendapatkan pelayananpublik tertentu.

(3) Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2)dilakukan olehperangkat daerah terkait dan.'atau unit
pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS
Ketenagakerjaan.

BABV

SANKSI ADMINISTRATIF

(5) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4),bergerak di bidang
usaha jasa konstruksi yang mempeketjakan tenaga harian lepas, borongan,
dan/ atau musiman wajib mendaftarkan peketjanya dalam program JKK dan
JKM.

(6) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendaftaran peketja sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan.
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